BAB Il
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka
dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pelindungan Hukum Atas Ekspresi
Budaya Tradisional Di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat yaitu
telah melakukan upaya pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional
berupa kegiatan inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional, namun
yang baru sampai pada tahap pencatatan Ekspresi Budaya
Tradisional saja., seharusnya pemerintah daerah juga melakukan
tahap pendaftaran agar mendapatkan perlindungan hukum Ekspresi
Budaya Tradisional yang pasti dan menjamin. Dari hal ini dapat
disimpulkan bahwa kegiatan pelindungan Ekspresi Budaya
Tradisional belum dilakukan dengan baik dan maksimal. Dalam
pelaksanaan juga tidak terlihat upaya Pemerintah Daerah, untuk
melaksanakan pelindungan hukum Kekayaan Intelektual Komunal
jenis Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sintang. Tidak
adanya koordinasi dari setiap Perangkat Pemerintah, untuk

pelaksanaan pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal yang
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terdapat di Kabupaten Sintang. Selain itu aturan mengenai
kebudayaan daerah di Kalimantan Barat belum disusun sebagali
bentuk pelaksanaan pelindungan hukum kebudayaan di Kalimantan
Barat, dengan pembanding yakni telah diterbitkannya Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pemajuan Kebudayaan, sebagai satu daerah yang sama-sama
memiliki keadaan budaya serupa, sehingga Pemahaman para pihak
mengenai Kekayaan Intelektual Komunal di Kabupaten Sintang dan
Provinsi Kalimantan Barat dapat dijalankan dengan baik dan
maksimal.

Kendala yang dialami juga dapat dilihat dari berbagai aspek, salah
satunya peran serta masyarakat dan pemerintah yang seharusnya
lebih berkoordinasi satu sama lain, sehingga menghasilkan
kerjasama yang optimal dalam pengembangan kebudayaan, serta
pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal yang ada di Kabupaten
Sintang. Kendala yang lain yaitu jalan yang rusak bahkan jarak
tempuh ke tempat terpencil, sehingga menghambat proses
pelaksanaan pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal yang

tersebar di Kabupaten Sintang.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan,

maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1.

Bagi Pemerintah Daerah dapat meningkatkan perannya dalam
Pelindungan Hukum terutama dalam kegiatan pengelolaan,
pelestarian dan pembinaan Ekspresi Budaya Tradisional di
Kabupaten Sintang dengan melakukan pendaftaran terhadap setiap
Ekspresi Budaya Tradisional yang sudah tercatat, sebagai bentuk
Pelaksanaan  Pelindungan = Kekayaan Intelektual ~ Komunal
sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Pemerintah
Daerah Kabupaten Sintang dan Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Barat juga perlu mendalami pemahaman mengenai
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan
Intelektual ~Komunal, dengan menyusun aturan mengenai
kebudayaan sesuai dengan kondisi wilayah dan budaya-budaya
yang ada Kalimantan Barat, agar kegiatan pelaksanaan pelindungan
juga lebih efektif dan optimal. Selain itu juga sebagai pemanfaatan

dari segi ekonomi untuk pembangunan daerah.
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2. Bagi Pemerintah Daerah untuk dapat mengatasi perbaikan fasilitas
dalam pelaksanaan pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal,
terutama perbaikan jalan dan fasilitas lainnya, agar memudahkan
akses penemuan dan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal
sehingga dapat berjalan dengan lancar. Pemberian pemahaman dari
Pemerintah  Daerah Kabupaten Sintang kepada masyarakat,
mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang
Kekayaan Intelektual Komunal kepada masyarakat di Kabupaten
Sintang, sehingga dapat menjadi bagian dari Pelaksanaan
Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal yang ada di Kabupaten

Sintang.
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